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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE

TAHUN ANGGARAN 2013
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYA YANG

Menimbang :

Mengingat

a.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE,

bahwa urtuk melaksanakan ketentuan pasal 186 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dacrah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) bersama Bupati Pidic telah menyempurnakan Rancangan Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2013, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-65 Tahun 2012
tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pidie tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 201 3

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

4. Undang-Undang . 42,
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pcnyclcngg:u‘uafn
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (LLembaran Negara Repuhl?k
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan l.embaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana (eclah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kecuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I.embaran Nepara
Republik  Indonesia Nomor 443 8):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan Acel
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 | tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (l.embarun Negara Republik Indonesia Tahun 201 |
Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 “Tahun 2000 tentang  Kedudukan

Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, ‘Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028)

15, Peraturan /Q
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Peraturan Pemerintah  Nomor 24 ‘Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan ILembaran Ncgara Republik  Indonesia Nomor 44106).
sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (entang Pcrubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dun Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2007 Nom
47, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tuhuo 2005 wenwng  Tala Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah 1 ibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahun | ciabaran Negara Republik
Indonesia Nomwi 4488) scbagaimana teluli diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nowmn 33 Tahun 2006 tentang Perubuiian Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cura Penghapusan Piutang
Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republii. indonesia Tahun 2006 Nomor
83, Tambuhun Lembaran Negara Republik |i:donesia Nomor 4052):

Peraturan Pumerintah Nomor 23 Tahu 2005 1wentang  Pengelolaan
Keuangan l3udan Layanan Umum (Lembui.n Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembu: . “lcgara Republik Hidonesia
Nomor 4502). sebagaimana telah diubul: cagan Peraturan Penierintah
Nomor 74 lahun 2012 tentang Perubali. s Poraturan Pemerintah
Nomor '3 Tahun 2005 tentang Pengeloi . wjangan i Layanan
Umuin 1 cmbaran Negara Republik [ - tahun 2012 Nomor 171,
Tambuin Lembaran Negara Republik e, ..o Nonor 5340);

R . - .
Perai i Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Dana Perimbangan
(Leimoaran Negara Republik Tindonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lemburan Negara Republ:l. Idonesia Nomor 45735 ):

Pernie i Pemerintah Nooo 30 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keticoan Daerah (Iemwwan Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Now+ 138, Tambualun Lembaran Negara [ blik Indonesin Nomor
4 wbagaimana telul diubah dengan Peratui i Pemerintah Nomor 65
Taie: 2010 tentang Perubahan Atas Peraturi. Pemerintal Nonior 56
Tahuiv '005 tentang Sisten Informasi Keuangau 1aerah (l.embaran Negara
Reputii. Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. |1, hahan l.embaran Negara
Reputl .+, Indonesia Nomor 5155): i

Periiviin Pemerintah Nomor 38 Tahun i - tentung  Pengelolaan
Kewoun Daerah (Lembaran Negara Reputsin. Indonesia Tahun 2005
Nowiioo 140, Tambaliun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
457,

Perv i Pemerintah Nomor ¢ ° Tahun 2005 et Pedoman Penyusunan
denn ierapan Standar Pelayancn Minimal (Lerbaran Negara Republik
Indaicsia Tahun 2005 Nomor 1560 {anbahan Tembaran N.eo Republik
Indi.. 1o Nomor 4585):

Peican Pemerintah Nomor 79 1.l 405 (entang Pedosan Pembinaan
dan i apawasan Penyelenggaraan I orintahan Daerah (1. mbaran Negara
Repo il Indonesia Tahun 2005 None 165, Tambahan | cinbaran Negara
Repi ok Indonesia Nomor 4593);

PL‘I.‘uu...l.H ‘Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2000 wentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemcrintah (Lembaran Neguara Republik Indoncesia

]l\;:)l;l]lll(r)lri(é(;i)l;\lnn1or 25, Tanibahan [embaran Negara Republik Indonesiy

24 Peraturan .., #
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~Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Lapo_ran
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun

12007 Nomor 19, Tambahan 1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783):

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (I.embaran Negara Republik [ndonesia ‘Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 ‘Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor § | 05):

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Dacrah
(LLembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 201 | Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521 9);

Peraturan  Pemecrintah Nomor 2 ‘Tuhun 2012 tentang  Iibah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peratuian Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jusa
Pemciiiiih, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peratun .. Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Perati. v Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengaduan Barang/Jasa
Pemuiqiahy;

Peratu:. 11 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengol ian Keuangan Dagt . sebagaimana telah beberapa kali diubah.
terahli dengan Peraturan Mt oiovi Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentw: - Perubahan Kedua ati. Pocauran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 1006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:

Perate i Menteri Dalam Nuegert Nomor 32 Tahan 2011 entang Pedoman

Pemitw ...n Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Angpgaran
Penda: w1 dan Belanju Dacrah, scbagaimana tclah diubah dengan
Peratu: . Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas I’ ‘aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 ‘Tahun 2011 lentang
Pedo: v Pemberian Iliiuh dan Bantui Sosial Yang Bersumber Dari

Angy . :n Pendapatan dur: 13elanja Daci i,

Peraii: o+ Menteri Dul Negeri Nocior 53 ‘fahun 2011 lentang
Pemb. .ukan Produk Huhuw Daerah (Be: Negara Republik Indonesia
Tahui 911 Nomor 694);

Peruii i Menteri Dalam Negeri Nomor 3 . .ilun 2012 tentang Pedoman
Peny. «nan Anggaran Pendapatan dan B« i Duerali Talun Anggaran
201

Qanvr. Nabupaten Pidic Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (L.embaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Dacrah

Kabupaten Pidic Nomor 11);
Dengan Persetujuan ... ﬁ'
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN 'ERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
Dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menctapkan :  QANUN WABUPATIN PIDIE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DA L LANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dun I3elanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerith , Rp. 954,557,215,365,-
2. Belanja Daerah Rp. 965.047.115.580.-
Surplus/(] 'clisit) Rp. (10,489,900,215),-
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 14.089,900,2: - .-
b. Pengeluaran Rp. 600,000,005 -
bizaan Nello Rp.....10,489,900,215,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran taliui;: enuan | Rp. 0.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a.
b.
C.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah 1< p 77,985,670.678.-
Dana Perimbangan sejumlah Rp 785,340,350919,-
[ain-lain Pendapatan Daerah yang Sul sejutiilah Rp 91,231,193,768.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :

a.
b.
¢,
d.
&

Pajak Daerah sejumlah Rp 8,101,875,511 .-

Retribusi Daerah sejumiah Rp 14,336.777,729.-

Hasil Pengelolaan © - hayaan Daerah v ang Dipisahkan scjumlah Rp 1,508,450,000,-
Zakat scjumlah Rp. ~.100,000,000,-

Lain-lain Pendapata: \sli Daerah yu g Sah scjumlah Rp 49,038,567,438,-

(3) Dana perimbangan sebi, . nana dimaksud padicayac (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pa, 15y Hasil Buian I"ajak scjumlah Rp 33,686,013.919,-
b. Dana Alokasi Umut, ianlah Rp 683, 700.687.000,-
¢. Dana Alokasi Khus sumlah Rp 67,8 87,650,000,-
(4) Lain-lain pendapatan . .l yang sah seba,aimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri

dari jenis pendapatan .

a.
b.

Hibah sejumlah R -140,303,000.00. -

Dana Darurat sejuni.ii Rp 0,-

Dana Bagi Hasil Puj.k sejumlah Rp 14,10 .,942,768,-

Dana Penyesuaian d..:: Otonomi Khusus s jumlah Rp 76,722,948,000,-

gan(;uan Keuangun ari Provinsi ~ | “dari Pemerintah Daerah lainnya  scjumlah
Rp 0,-

" gsal S

(1) Belanja D_ucrah sebagaimana dimahsui ,alam i sal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung scjumlah J; $73.  1.574,662,-

b. Belanja l.angsung sejumlah Rp29Yl,4 6,54:!918,-

(2) Belanja ‘Q‘
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 595,715,135,313.-

=

Belanja Bunga sejumlah Rp 0,-

Belanja Subsidi sejumlah Rp 1,800,000,000,-

Belanja Hibah sejumlah Rp 9,120,000,000,-

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 38,567,500,000,-
Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,-

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2,353,348,789,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

C

d

¢

f.

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 26;014,590,560,-
h

B

da.

Belanja Pegawai sejumlah Rp 61,747,701,168,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 131,134,390,045,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp 98,594,449,705.-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 13,089,900,215,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp 2,600,000,000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah
Rp 13,089,900,215,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,-

¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Ducrah sejumlah Rp 0,-

e. Penerimaan Kembali Pembcrian Pinjaman sejumlah i} (),-

f. Penerimaan Piutang Daerah scjumlah Rp 0,-

Pe

a

b

c

3)

ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul'b terdiri dari jenis pembiayaan :
Pembentukan Dana Cadangin sejumlah Rp 0,-
Penyertaan Modal (Investasi) ’emerintah Dacrah sciumlah Rp 2,600,000,000.-
Pembayaran Pokok Utang scjumlah Rp 0,-
d. Pemberian Pinjaman Dacrul sejumlah Rp 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiun yang tidak terpisahkan dari Qanun
ini, terdiri dari :

I
2

i §

Lampiran [
Lampiran I

[Lampiran III
Lampiran [V
Lampiran V

L.ampiran VI
l.ampiran VII

Lampiran VIII
Lampiran [X

. Lampiran X

Ringkasan APBK; ‘

Ringkasan APBK menurut urusan penierintahan dacrah dan organisasi
SKPD;

Rincian APBK menurut urusan pemerintuhan dacrah, organisasi SKPD,
Pendapalan, liclanja dan Pembiayaan;

Rekapitulusi belanja menurut urusan pemerintahan dacrah, organisasi SKP1).
prograni. dan kegiatan;

Rekapitulusi belanja dacrah untuk kesclurasan dan keterpuduan urusan
pemeriutihan daerah dan fungsi dalam herangka pengelolaan keuangan
negara:

Daftar juinlah pegawai per golongan dan por jabatan:

Daftar prutang daerah:

Daftar peunyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap dacrah:

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain:

11. Lampiran X| E—



I'l. Lampiran X1 ~ Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran  sebelumnya  yang  belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun’anggaran ini:
12. Lampiran X[l Daftar dana cadangan dacrah; dan
13. Lampiran X1 Daftar pinjaman daerah dan obligasi dacrah.
Pasal 6
Bupali menctapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
scbagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap  orang mengcetahuinya, memerintahkan pengundangan  Qanun ini  dengan
penempatannya dalam [.embaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di ~ Sigl
Pada tanggal 28 Desember 2012 M
15 Shafar 1434 I

# BUPATI PIDIE, {/

/S(AI{JANJ ABDULLAH

Diundangkan di  Sigli
Pada tanggal 28 Desember 2012 M
15 Shafar 1434 H

EEKRETARIS AERAH

KABUPAT

SAID MULYADI
LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2012 NOMOR 12



